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AIJSTRACT
.\. . r.r:itltr of fact. gencrally thc legal au,areness is an essenlial factor for every
)o.,:1,1e irw. It mcans that a positive la$ or a legal structure has to portray the
legri a\la:eness. Consequently. a legal structure or a positive law that does not
,-ro{ra1, thal legal a*areness is in fact not a law but merell' a manifestalion of
:rn.:.. {:i }\orse \\,hich is still an cxpression ofsupremacy.

l'.r,r lirrici: Ihrknrn. Krsadatan Hukurh.

J, ',I.NDAHULT]AT.'
l;rrarr -apa" lentang hukum, mungkin sangat dimsa terlalu dangkal bagi

.riar! \ar1g me.asa didn]'a ahli hukum. IJahkan nrungkin hal itu dianggap
srl:rlai celotehan havi -vang ban bisa bicara. yang dianggap orang dewasa
p,.,rrbrr:arian itu telah dilaluinya dan itu sudah tidak pentiog lagi baginya.
\trir1 iidak bisa disangkal, hingga sampai saat ini, tidak ada satupun

!:]rrhaman tcnung hukum yang dapat dipahami oleh semua orang.
-"ieskiplrr 

sekiang banyak ahli hukum mendefiDisikan hukwn, temyata tidak
,dli :.,up.,r i'r',,i -ri., ,rr g sernpuma. Bahkan makin banyak belajar
r:L:i.r"ri,. -,,ekin sulit pula 'ner::,1tiLan xpa yang dimaksud dengan hukum.

i::da sisi lain, orang menganggap bahwa bicara hukum adalah bicara
s.'' ilirrn sehari-hali. Kctika orang merasa berada dalam aturan hukum.
;r' , i; menganggap dirinya paham tentang hukum. Sebaliknya, ketika
r:::..t i..crada di lua-r aluran hukum, ia menganggap bahwa dirinya tidak tahu
-:-; ; i,rrr-u1-r sadar hukum. Karena itu persoalal pemahaman dan kesadaran

liri::: ;rianggap bukan suatu masalah yang perlu dibicarakan atau dikaji,
:....r.-l;L pada kenyataann)a, orang yang menganggap dirinya sadar hukunr,
r.. ;r;. ::r;lalggal hukurn itu sendiri.

ii:r':i-grris Besar llaluan Negara 1978 misalnya, pemah menuliskan
1r:ir',..i 'irrl r{arfa neqara Indonesia harr-rs selaiu sadar dan taat kepada

' .l: :.:,i..rr.ri faluitas Hukum Universitas Khalolik Afiaiaya Jakana.
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hukum dan me*ajibkan negaxa untuk menegaklon darr menjz!,l1in kepaslian
hukum". Sebenarnya penegasan ini merupakan ma.nifcstasi rlari prinsip
Negara Rcpublik Indonesia sebagai suatu negara berdasar atas hukum
(Rechtsstaat)- sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan l.imum Undang-
undang Dasar 1945 (disingkat UUD 195). Pengaturan ini nlenunjukan
bahua persoalan hukum, temasuk pemaharnan dan kesadaral hukum tcrus
menjadi wacana, yang setiap saat perlu dikaji. Apabila dalam kondisi negara
Indonesia sedang mengalami pancaroba akibat krisis multidimcnsi, yang
menyebabkan p€ngertian. pemahamao, dan kesadaran hukum kembali
menjadi terabaikan atau mungkin ada d:gr dl;i makna }rukum Karera itu,
persoalan ini lidak kalah pentingnya unltLt dikrji k-:,r'-1ai.

Dari kondisi di atas, penulis nenaganggap perlu a<iar,,va pengk.;ian
kembali terhadap hukum dan kesadaran hukun. Sasarannva adalah sangat
sederhana, agar semua komponen bangsa kcmbali mendalat fenyegaran
kembali makna dan hakikat hukum serta kesadaran hukurn, sehingga paling
tidak keterabaian hukum dapat diminim-alkan. ttulah )'arg ingin perulis
sajikan dalam tulisan \anp sederhana ini.

II. PERMASALAHAN
Berangkat dari kesederhanaan pemikiran di atas, |enuiis mcngaligkat

peimasalahan yang juga tampak sederhama, merkipun hakikatn:,,a persoalan

itu menjadi inti dari pemahama[ hukun itu sendiri. Permasalahan dimaksud
adalah, apa yang dimaksud dengan hukum den kesadaran huku ? Melalui
pengkajian nomatif, penulis mencoba mendeskripsikan liediia hal tersebut.

Paling tidak, melalui deskipsi ini. penulis ingin Ilrer"vriikan kembali
gambaran tentalE makna hukum dan kesadaran hukum.

III.PEMAHAMAN TENTANG TTUKUM
Apabila setiap warga negara har.r: +ra1 kepada hukum dan negara

menjamin penegakkan dan kepastiax hukum. maka deraan sendlritlya scmua
pihak perlu mengetahui apa ,r ang dinaksud deligan huKtLii. ,lai i i me 3Ci

penting, ketika negara yang berkedaulatan rakyat menetapkan h$kum secara

konsensus sebgai patokan bagi legalitas segala tindakar bemegara,
berbangsa maupun bernalyamkat.

Tentang apa -yang dimaksud dengan hukum, sebuah bukl yang berjudul
"Pengantar Ilmu Hukum" yang aslinya bernarr,a "lnlciding '1'ol De Studie
ran Het h"ederlandsche Recht" (van Apeldoorn. 1960 : 13-26) lelah
membicarakannya secam panjang lebat. Bahkan pcndaFat Emaniiel Kant.
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yang kurang Iebih telah disampaikamya 150 tahun yang lalu, yang
mengatakan babwa "Noch suchen die Juristen eihe Defnition zu ihtem
Begrffi wn Rechf', yang sampai sekarang menjadi benar karena para pakar
ilmu hukum masih mencari defirisi tentang pengertian hukum. (Kansil,
1980:3)

Ucapan Emanuel Kant tampak benar, karena hampir semua sarjana
hukum dan pakar-pak& ilmu hukum telah membeiikan definisi hukum
sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Akibatnya sangat disayangkan,
bahwa definisi-definisi ter-.:ebut temyata berbeda satu dengan lainny4
sehingga menimbulkan permasalahan baru, "definisi mana yarg benar atau
dapat dijadikan pegangao?".

Hal serupajuga tidat terkecuali di lndonesia sendiri. Meskipun pata ahli
hukum Indonesia telah mencoba membual lumusan te ang pengartian
hukum ternyata tidak satupun yang memuaskan. Bahkan pada tahun-tahun
yang akan datang, dapat diperkirakan masih belum ada konsensus yang
m€muaskan teltang apa sebenamya hukum itu. Ini disebabkan, hampir
semua ahli hukum yang telah mencoba untuk memberikai definisinya"
temyata tidak dapat meoyatukan pengertian hukum yang bar-yak seginya dan
demikian luasnya.

Hal di atas, setidak-tidaknya telah merbukrikar kepada kita bahwa
hukum yang sangat banyak seginya yang Lerteda ;atu dengan lainnya. sulit
diartikan secara tepat. Akibatnya rumusan pengettian hukum selalu menjadi
problema. Ke[yataan ini seperti yang diakui oleh seorang bekas guru besar
Universitas lrdonesia, W.L.G. Lemaire dalam bt*\mya "Het Recht in
Indonesia" antara lain "...De veelzijdigheid ehteel omrattendheid pqn recht
hrengen niet alleen met zicht, dat het onmo&el|k is in een enkele de/initie
ua tc gercn wal recht is", yang berani banyaknya segi dan luasnya isi
hukul., ridak memungkinkan ada rumusan hukum yang sebenamya (Kansil,
1980: 34).

Walaupun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tefltarE
hukum, aamun seorang pakar ilmu hukum, yaitu E. Utrecht, telah
memberikan batasan hukum bahwa: "Hukum itu adalah himpunan peratumn
pemtumn (perintah-pedntah dan laranganJarargal) yang menglllus tata
tertib suatu masyalakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu".
(Kansil, 1980: 36). Meskipun beiiau mampu merumuskan pengertian
hukum, namun beliau juga mengingatkan balwa batasan itu merupakan
pegangan semata, yang maksudnya menjadi suah pedoman bagi setiap
wisatawan hukum yang sedang bertamasya di alam hukum.
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Selain Utuecht, Amin mengatakan bahwa "llukurn adalah kumpulan
peralutan yaDg terdiri dari norma dal sanksi-sanksi". Selanjumya beliau
menyalakan bahwa tujuann hukum adalah untuk mengadakan tata tedib
dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara
(Kansil, 1980 : 36). Jika dibandingkan dengan pcndapat scbelumnya. Amin
coba melihat hukum bukan hanya dari segi aturan yang harus ditaati, tetapi
juga da?i segi sanksi yang dapat dikenakan, karena hukum mempunyai
tujuan tertentu. Permasalaharuya adalah apaka-h seliap aturan atau hukum
nempunyai sanksi? Apakah kalau tidak mempunyai sanksi beraxti atuan itu
bukan hulum? Tampaknya solusi dengan menempatkan sanksi dalam
rumusan hukum belum memberi kepuasan tentang pengertian hukum.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Saskopranoto merumuskan bahwa
"Hukum adalah penturan-perafuran ,r ang memaksa,,veng menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-
badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peratutan tadi
berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu". (Kansil, 1980:
36). Rurrusan ini mencoba melihat hukum dari segi pembuatnva, selain dari
segi norma, sifat, dan lingkungan berlakturya. Badan remsi yang berwajib
tampak menjadi saiah satu unsur penting bagi rumusan pengertian hukum.
Dengan semikian, apabila peraturan itu bukan dibuat oleh badan resmi,
maka itu bukan hukum,

Persoalan lebih lanjut adalah bagaimana denga.n peraturan yang
dianggap oieh masyarakat yang tumb!& dafl berkembang bersamaan dengan
tumbuh dan kembangnya masyarakat itu sendi|i?. Misalnya hukum adat atau
kebiasan-kebiasaan yang ditaati masyarakat. Bagaimana pula dengan
peraturan yang datang dari aspek kepercalaan, misalnya hukum agama, dan
sebagainya. Dari beberapa kelemahan ini, maka rurnusan alli hukum tadi
belum mencerminkan rumusan yang sempuma.

M.H. Tirtaamidjaja nenyatakan "Hukum ialah semua aturan (norma)
yang harus dituruti dalam bertingkahJaku atau bertindak dalam pergaLrlan

hidup, dengan ancaman harus mengganti kerugian jika orang itu
megakibatkan kerugian pada orang lain. atau membala-raLan diri atau harta
orang lain, atau menyebabkan orang kehilangan kemerdekaamya. Ganti
kerrgjan itu berbentuk denda dan sebagainya". (Kansil. 1980 | 36). Pendapat
inipun tidak berbeda dengan ahli hukum sebelumnya. Karena itu masih
mengandung kelemalun.

Dari aspek tujuan, beberapa rumusan hukun di atas menyatakan tujuan
hukum adalah untuk ketertban pergaulan hidup masyarakat. Namun
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pcndapat lain. yang dlkemukakan oleh J. Bentan menyatakan bahrta tujuan
hukun aciaiair untuk kcgunaar bagi mas"varaliat sebesar-besarnya. Kedua
pendapat tersebut menlgainbarl :ur uclmra sisi pandang yang berbeda
mengenai aspek tujuan hukum. l\lesLipun rnerekn berbeda pendapat, namun
djlihat eselsinya, mereka sepakat balila hukum itu aturan. yang tujuannya
adalah mengatur kchidupan masyarakat dalan scgala aspeknya. Sebenarnva
tujuarl hukum -varg dikemukakan mereka, secata gads besat. ingin
me*ujudkan mas,varakat yang ideal. Nlasyarakat )ang ideal dalam konteks

ini adalah masvarakat yang hidup C!'ngan baik. baik mengelai aspck

ketertiban da1,l keacntcraman, maupun aspek-aspek Iainnlra- Untuk itu, maka

cara vang ditenrpuh oleh hukLlm untuk mcrcapai tuiuan tersebul adalah

dengan jalan In(nS:,lur penlaku InanJsi4.
N'lengingat sulitnya membuat rumusan hukum yang sempuma, maka

dalam merumLrsLan hukum perlu mcmperhatikan hal-hal berikut. Pertana,
sctiap kaidah hulum memuat kelenluai!-'norua t.Dtang cara belperilaku.
Cara berperilaku ini dirvujudkan dalam rumusan nomu ]'ang bersifat
perirtah dar/atau larangan. dengan sasalan agar tujuan hukum tercapai.

Kedua, setiap hrkum diberur-ik oieh lembaga resmi sesuai dcngan

lingkungan keuenangan hukumnya. Ketiga, setiap hukurr harus sesuai

dengan kesadaran atru.iil\a hllku,a maslarllkat yang diatrmlya.

Kaidah huk.rm )ang rnelnarjntah aieu nrelalatg sualu perilaku, pada

1'rakikahry- :r berlsi keu'aiiban-kewajib:n atau kehalusan-kcharusan.

Kervaiiban )ang bersital perintah rningandung arti sesuatu yang harus

dilakukan. sedangkan ,vang bcrsilat larangan melgandung ani sesuatu yang

tidak boleh dilakukan. Hal ini mcrupakan nonne! karena itLr hukum bersifat
normarif.

Melctakkan kewa.jiban kepada seseorang seialu mengandung a i
membcrikzm hal kepada orang lain. Karena setiap kaidah hukum juga selalu

memberikan hak kcpada seiiap orang dengan meletakkan kcwajibal kepada

orang yang lain. Dalam hal denrikian. maka huk0m juga disebut bersilat
atributif.

Kcu,ajiban-keuajiban yang diletakkan oleh hukum, pada dasarnya

men{andung rujr.ran bahua hukurn ingin metujudkan keteniban
nas.varakat. l)alarn hal ini, inng ;nen]adi sn-caran setjap kaidah huktun
adalah perilalu manusia. lvleskipur dcmikian, tidak berarti bah*a sikap

batin (niar) Danusia sama sekali tidak diperhitungkzrn. sebab pada dasamya

perilaku murirsia mencerminkan sikap batin yang merupakan aspek

subjektif dari perbu&lan manusla dat pcrilaku itu sendiri sebagai aspek
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ohyektilnla. Jadi, perilaku dan sikap batin adalah segi-segi (aspek-aspekJ
yarrg sdma sama nleniadi sasiuan hukum. Pcrilaku dan sikap batil
diibaratk.rn sebagai " the sides o/ tllc sdme roi, ' (sisisisi .liu i sekeping mata
i.timg logau yang saina) \\'alaupun kcdul, hal it,,r (perilaku dan sikap batin)
dapal dibedakan dan bahkan harus dibedakan sanr deiigrn \.ang iaiq namun
keduan-va tidal( dapat dan tidak boleh dipisiittkan. Dlrgan perkataan lain.
perilajiu'ilu manifestasi dari sikap batin. Kar".n3 itu. hullLn hanrs memberi
tempat yang wajar pada sikap biiti]l Artii)a" hukum juga harus
rnemperhitungkan sikap batin dalam mcnilai pclbuatan manusia.

Berbeda dengan kesusilaan. pada hukum yang pei..ma-tama dini-lqi,
:rLJ.rlah pcril,'krrnr.r. *dangLar .rl"p l'. rin .rlan tu ut diniln. \rrrln demi
kepentingan kelengkapall bagi penentuan nilai perbuaDn seseorang secara
n'ren)eluruh (lcngkap). 1\4aksudnl a adalah sikap batin seseorang dalam
kenyataan yang suDgguh-surlgguh baru akan ikut dipertimbangkan jika
sudah terjadi tindakan ata,J perbuatan atau perilaku yaDg bertentalgan
,Jcng;ur hukum Jika igrjadi suatu perilaku yang bertcntangan dcngan hukunl,
ftrka barulah akan diselidiki apakah tlndakan itu merupakan urulifestasi
(pcrwujudan) dari sikap batin lniat) sipelaku.

Jadi, sikap batin bagi hukum baru akan mempunyai arti Iang reievanjika
surlah rr,enjadi ti.dakar'l yang rlelaBan hukum. Sebaliknya sclama sikap
batin (niat) bclum dirvujrrdkan clalam bentuk perilatu, maka selama itu pula
belum timbul persoalal bagi hukuln. Kalena iiu. niat-iabat uotuk l1lelakukal1
kejahatan )ang belum di.,rrj,,rCkarr dalam bentuk tindakan pelaksanaan
belirm dapat dihukum.

Setelah mempelajari batasan-batasan f!dli.fliai. tujr.ial. dari aspek Iain
dari hukum. vang dikemukakan oleh beberapa sarlanil lrukum terkemuka.
maka dapat ditarik kesirnpuian bahrva 1,ang dDaksudkan denga[ hukum -
pada umumnta adalah keseluruhan kurrpulan peraluran atau kaidah dalan
kehidupan bersama. yang dapat dipaksaLan pelaksaiaannla dcngan suatu
sanlisi.

llukum bukanlah merupaka. suatu tujuan retapi merupatan sarana atau
alal untuk mencapai luiuan -yang silarnya non rtiridis, lang berkembang
(arena rangsargai da-ri luar hukum. laktor-laklor di luar hukum itulah l,ang
membuat hukrnn itu bersil'at dinanlis. Flukum tnengairr hubungan hukum.
Hubungau hukum itu dapat berbcirtuk ikaran-iktan antara indir.idu dan
masyal.rkal atau antara indi.iidu dan indiridu itu selldiri. lkatal-ihatan i1u
tercermin pada hak dan ke$aijban vang dimiliki masing-masing pihak.

Hukum mengatut hubungan-llubungan hukuD dengan cara beraneka
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ragam. Kadang-kadang hukum mengatur hubungan hukum dengan cara
merumuskan kcwajiban-kcwajiban saja seperti pada hukum pidana.
Sebaliknya hukum juga sering merumuskan peristiwa-pe sti\M tertentu
yang merupakan syaral hagi timbulnla hubungan-hubungaD hukun], seperti
pada hukum perdata atau hutrium administrasi ocgara. Hubungan hukum

)ang diciptakan oleh hukum dapat merupakan'wujud keseimbangan
kepentingan antara kepentingan peromngan dengatr kepentingan masyarakat,
atau hubungan vang berusaha nrencari keseimbangan antara membeii
kebebasan kepada individu, atau hubungan yang melindungi masyamkat
terhadap kchebasan indir iJu

Meskipun hukum mengatur hubunga-'r hukum agar tercipla ketertiban,
namun kontlik hukum masih dapat terjadi akibat dari konllik antara
kepentingan peroramgam atau golongan atau mas-yarakat. Konflik hukum
dapat meflgganggu tujuan hukum, bahl<an hukum sendiri menjadi tidak
efektif. Sebagai kumpulan peratuan auu kajdah. hukum mempunyai isi
yang bersilat urnurn dan normadf, yang menentukan apa yang seyogianya
dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh subyek hukum. Kaena itu l'rukum
akan menyelesaikan konflik hukum sehingga hukum dapat mengiringi
masyarakat makin berkcmbang.

Secara garis besar, fungsi hukum dapat digolongl<an dalam empat
katego , yaitu:
1. Hukum sebagai alat keterdban dan keteratunn mas,.rarakat. Hal ini

dimungkinkan karena sjfat dan watak huku& memberi pedoman yang
baik tenlang bagaimana nasyaraLal irerperilaku. Hukum memberi
petunjuk tcntallg mana yang baik de,n mana yang tercela. Dengan
hukum. arggota mas-varakat meodapat kejelasan tentang apa yang harus
diperbuat alau tidak boleh diperbuat, sehingga pada.rkhirnya tercipta
suatu kondisi masy3rakat yang tefiib dan temtur.

2.

3.

Hukum sebagai sarana unluk me*ujudkan kcadilan sosial serta rasa
arman lahir dan batin. Hukum yang sifal dan wataklya menaksa,
memiliki da-va ikat yang kuat baik tcrhadap fisik maupun psikologis.
Melalui silat ini. hukur, lkru mcmaksa berbagai konflik atau
pclanggaran hukum untuk diselesaikan secam hukum. sehingga hukum
akan memberi keadilan dengan cara nrenghukum yang bersalah dan
menciptakan rasa an]an kepada mas-varakat ."-'ang benar.
I{ukum scbagai sarana penggerali pcmbangunan. Hukum yarg memiliki
daya ikat dan daya paksa dapat dimanfaatkan uDtuk menggerakkail
pembangunan. Dalam hal ini. hukum menjadi aiat otoritas untuk
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membawa mas)arakat ke arah yang lebih maju. ir{esl<ipun demikial.
hrngsi ini sering ntcndapat kritik, [iuena hukum bersitbt memaksa.
rnelikltLan pengauasdn lerhrddp perrlalu maru.iu. dar hanva mcngikur
mas] a.rakat. sedangkan aparatur oloritas yang berdalih menggerafkan
penbangunan lepas dad penga*asan hukum

4. Flukun sebagai fungsi kritik. r,aitu daya kerja hukum tidak semata-mata
melakukan penga\asaD pada apiu.atur penga$.as atau aparatua
pemelintah pada umumnya, rneiainkan juga memberi kriiikan atas
perilaku yang dianggap ntenlimpang atau bc entangan denga.n hukum.

. . 
Agar_lukun melaksanakan fungsinya dengan baik, nuka penegak

hukum dituntut kenampuannya untuk meleLksanakal otuu ."n"rupiuo
hukura.dcngan baik. Bagi hukum yang neniiiki kacdah yang sangat
applicable peterapannya tidak mengalami banyak kesuirran- dalim
lnelaksauakan lungsinl.a. karera kaedah itu dengan pasti dapar dilaksanakan.
Sebaliknl'a hukum lang kurang atau tidak nrmillki kaedah .tang applicable
akan sulit penerapannya, karcna masih menimbulkan per.bedari penerapan.
Terhadap hukum l,ang disebut terakhir it1i. p.n".upr,,r1u. meobutu,hkan
inle$retasi scsuai dcngan keadaan dan posisinya. Di sinilzfi sebelamva
peran pcnegak hrr^Lrm itu diburul-kan unlul mcnerJfkJn huLunr,esuai
dengar keadilan sosial dan kebenamn.

_ _ 
Pandangan-pandangan )ang secaia ekstrim dan tegas ntcrnbedakan

hukum yang berasal dari perundang-uDdangan dan dari peradilan tcmyata,
pada dervasa ini. tidak dapat dipcfiahai*an. Karena ajaran y*g b.riut,
dervasa ini menyatakan ba-hua hukum terbentuk melaluj bcberapa cara,
orisalnla melalui pembentukan oieh pejabat pembuat hukum, putusan
pengadilan, kebiasaan atau pergauian sosial.

. . 
Pemt,entuk undang-undang membuat peraturan_pemturar umux dan

hakim harus n'renerapkan Llndang-undang ke daiam bentuk outusan
penr:adil.rn. Perrerapan unJan3-unddn; oleh haklnt iidal Jap:rr berl..,rgsung
secara mekanis. tetapi memcrllrkan penalsiran sesuai aingal traiattei
kasusnya. Hal i1i mengingat peratural perun<1ang_undangan keiap kali tidak
sempumaatau istilah-istilah digunakannya masih kabur, sehinggi maknanya
harus ditafsirkan iebihjaLrh oleh hakim.

Selain. itu- dalam hal nenghadapi perkara, hakim kadang-kadang
mengalami kekosongan hLrhum, sehingga hakim harus rnengisinya' melalui
putusan peradilan. Dengan Cemikian. neskipun pernbantuk UU dan
pengadilan dapat mcnbantuk hukurn namun daiiun !6113i hal keduanva
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saling tcrkait dalaln・ mcmbcntuk hukum,b4alkan kctclkaitall inipun tcJadi

dcngan kcbiasaan iη asyarakat

IV UNDANG― UNDANG
Di lndoncま a,undang‐undang(UtJ)inCrttakan saall satu icniS hukum,

schingga di dalanl Uτ J juga ditctcmtlkan adanya hukum  lヽcskipun

dcminan,kita bclunl bisa menc・ l・ukan llakikal hukum yang scsung8111inya,

karcna di sana hallba scbagaim hukuin yang dapat dikctallui Karcna itu

adalah salah bcsar apabila ada pandanean yang mcngatakan htlktlln itu stta

dengan lJli.
Secara teoretis. undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu l-IU

dalam arti material dan UU dalam arti fonnal. UU dalam arti material adalah
setiap pemturtul perundatlg-undangan )ang isinya langsung mengikat
mas)'arakat sccara umum dan lidak dilujrikan kcpada seseorang ierteftu.
Dalam pengerdao ini tidak dip.rsoalkal siapa lcmbaga formal yang

berwenang membuat l-ll,r, kareDa yang dilihat hanya apakah aturan itu
berlaku atau mengikat umum alau tidak. Undang-Lrndang dalam arti formai
adalah setiap pcraturan perundang-uidangan ,vang dibentuk oleh alat

kelengkapao ncg:ra yang secara fomral bcnvenang membentuk UU mclalui
lata cara dan prosedur lang djlclapkan. Dalanl pengertian ini lembaga

pembentuk UU dan prosedur pembentukan Ull menjadi kiteria rntuk
nlenenrukcn surru l(raluran Jisebut L L

Dalam perkaraan lain, perbedaan dari kedua macam undang-undang di
atas terletak pada peninjauannya. IJndang-undang dalam arli matedal

ditinjau dari isir)a )ang nretlgrkat urnlm. sedangkan undang-undang dalam
arti lc'rmal ditinjau dari segi pembuat ,l;rn bentul(l1ya UU Pembuat LItl
adalah legislatifdan bentuk peraluran ]ang dibuatn,va adalah Iru.

Bagi Indonesia, pembedaan UU kc dalam dua jenis di atas harya
mempunl'ai makna teoretis, karena secara normatif UU di Indonesia tidak
bisa dibedakan kc dalan dua jenis tersebut. Pasal 20 Ayat (1) Perubahan I
UUD 1945 menyaukan "Dewan Penvakiian Rakyat memegalg kekuasaan

membentuk undang-undang". Kemudian Ayat (2) pasal tersebut juga

menlatakan "l{ancangan undnag-undang dibahas bersama arrtara Dewan

Perwakilan Rakyat dall Presiden u[trk mcnddpat persetujuan bersatna". Ini
berani hukum [ormatif lndonesia hanla mengenal UU yang dibentuk oleh
Presidel bersama DPR, sehingga berbagai peratumn lain yang dibenluk oleh
selain kedua lembaga lersebut tidak bisa disebut sebagai undang-undaDg.
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Llndarg-undang itu sendiri b.risi kaedah hukun-r ya:re brisifat umum.

)ang mcngikat dan sekaiigus melindungi kcpentingar setiap orang. Arlinla
kelika l-ll-l itu berlaku, maka orang ],ang menjadi sasaran ULl lersebut l]arLs
laat diut tunduk kepadanya, namun LI1J ilupun melindulgi orarg atas

perbuatan yang dilarang menurut tlll tersebut. iuensingat demikian, maka
kaedah hukum dalam tlll hanls dikelahui oleh setiap orang. Persoalannya
bagaimana caranva agar setiap orang men{etahui adan}'a iiU lerseblLt. Pada
ken;'araalnya hampir di semua negcra m.-nggunal(xn tc.ri anggapan. bah\ra
sedap orang dianggap tahu akan lndang-urdall ir.JoeL't1 itonlt gedchl de

$'et te kefinen).lnilah yang disebut licaie. ia]]g merupalan asas 1'ang 
lccrlak!,

Ceuasa ini, sehingga ketidaktahuan akar undang-undang tidak mcrxpakan
alasan pemaaf. Untuk memenuhi fiksi huLum ini, maka ulldaig-Llndang
harus diundangkan dengan nremuatnya dalam l-embaran \_cgara (l,N). Di
zaman llinciia Belanda. i.emtaraIr Negara dikenal juga dengan nama
.\'/a.Ihb1ad (Stb1.).

Schubungan dengan asas ini penulis dapal mengemukakan contoh
pr,ltusan pcngadilaD t-ang nlertolak pennohoian kasasi dengan alasan
pemohon lidak tahu hukum1l},a. Putisan pengadilan dimaksud adalah
Putusan l,lahl(an1ah Agung 1'\o. 465 KtSip,'1971 tanggnl l0 Februad 1971

lang mcnolak permohonan kasesi seorang penggugat dtngrn elasan antata
laln bahrla ia tidak menBhami atuian-3turaD hakum dengar r enegaskan

b.hu,a tiap oralg diang8ap mengetahui aluran-alLran hukum (Medokusumo.
1999:80).

Daiam sistem perun,lang-undangan dikenal adanya hirarki peraturan
perundang-undangan. Ada peraturan peruldang-undangan yang n]empuryai
dngkatan lebih tinggi dar ada yang mempun)ai tingkatan lebih rendah.

Per.luran perundang-undaigall yang iingkaiiilr icbih rendah tidak boleh
benentangan dengan vang lebih tinggi ,r'!al-.iia le{adi korflik
antarpcmturan. maka peraturan perlrndang-undangal yang lebih tinggilah
yang akan melumpuhkan peraturan pemndarg-undargan Iarg lebih rendah.

sebab peraturan perundtrng-undangan lang iebih tinggiiah yang mcmpunyai
kckuatan hukum lchih tinggi. Ini merupakan asas yang dikenal riengan
alagi.m 1, \ -,t,prior Jiropat l,pi i'tQri .,

Pcratumn perundang uDdanean nrempcrlihatkan sualu karakteristik suatu
norma bagi kehidupan sosiai,r'ang lcbih nratang, khususnya dalarn hal
kejclasan dan kepastiannya. IIal terscbut lidak lepas kaitaml'a delgan
pertunrbuhan negara iru ser]diri. kareru peiaturan itu rnunc(l setelah adaDya

kekrosaan negara di tridang pcmbuatan peraturan. Peraturan perundang-
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undangan mengulusi hubungan antara orxng ,-i;ngul negara, schingga beltu|
peiatuan ini 'lidak akan muncul sebeium linbul negara. sebagai pengemban

kckLra{dan vanr bcr.:fxt senlrdl ddn rcnr_g: i.

Sebagai salali satu sumber hukum. peraluran perundang-undangao

mempun,vai kelebihan dibandingkan dengan norma-norma sosial 1'ang 1ain.

karena pcratrran perundang-undangan Jibentuk oleh kekuasaan negala dat
karend itur mcmiiiki kekuasaan memeksa ]ang besar sekali Dengan

demikjan adaiah mudah bagi peraturan oerundang-undangan Lrnluk

mencntukan ukutan-ukuranli a sendiri ta,rpa perlu mcnshiraukan lunl,rtao-

tuntutan- dari ba\lah. Kelebihan lain clorl peraluran perunCang-undangan

adalah ia dapat nTemberikan kepastian mengenai nilai leltentu yang

dilindungi olch hukum. Inilah vang lidak ditcmui delam norma-trornia sosial

lainnya.
Mempclaiari urdang-uldalg saja akan memberi pentahan'tan yang

keliru, jika ingin mengetahui tentaug hukum, mengingat lingkupnya

berbeda. Tetapi apakah tidak ada sesuelrL yang sama antara undang-undaag

dengan hukum. Yang sama adalah keduanya berjsi aturan tingkah laliu,

tetapi tingkat iaku l,,ang diatur dalam UU belum melcerminkan lingl€t laku

menurut hukun. Tingkah laku nlenurut UU adalah tidak lain claripada salah

satu tingkah laku hukum-
Apabila hukum disamakan dengan ULI tlan secara malerial )'ang

dimaksud undanq-undang adalah se ua kePulusan pcmc.inuh )'ang
ditetapkan dengan bentuk'benluk tertenttr, naka dapat dikatakan bahrva

hukum adalah peraturxn tingkah laku }'rng ditetapkzur oleh pemerirtah,

sehingga keberadaan hukum karena adan-va undang-undang Paham ini
sangat tidak realistis. karena dal.nn su.lut se.iarah, pada abad-abad pertan1a

sesudah Nabi [sa. l-.ang:ir Gerna i.r riiug pada waklu ilu telah mengenal

pergaulan hidup dan rvaklu. namun rjitdi .'"aktu itu belurri terdapat undang-

undang- Meskipun demikian, temyata tiC:$i scorangpun berani mcngatakan

bahwa pada ll'aktu ilu tidali acla hlrkul,;r. Karena pada &'aktu iiu sudah ada

aturan yang dikalakan sebagai hukum bagi mereka.

Undang-ondang barulah ada pada rvaiitLl pcrgaulan hidup manusia

berada dalam lingungan bemegara. karena di situ negara dengan

kekuasaannva membual pemlutan bagi pergaulan kehidupan kenegaraan

Pada awalnla isi undag-Lndang baru herupa kehendak penguasa agar

dilaksanakan oleh mas)'alakal. Namun lama kelarnaal undang-undang

demikian tidak eltktif bagi kalangan mayorilas, karena itu mulailah muncul

filterisasi isi undang-undang olch mas)alakat. sehingga UU yang isinl'a
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sesuai dengan kehendak rakyat ituiah )ang ditaati dan dipeflaharkan. Pada

pcrkembagan berikutnya. seorang lilsuf Jerman lerkenal )ang bernama
(;usta\ Radbruch menBatdian bahu,a suatu undang-Lrndang yang baik dan
hendak mencemlinlai huk,,r'r1 hanrsirh mcrcakup iiga lrnsur, 1ai1u:

keirdilan, kegunaan, dan kcpastian (HukLul dan Keadi)an. i978 : 42).
Dcngaa dernikian. kita dapat neiemukan hukun dalanr berttuk urdang-
undarig yang Clciptakan oleh negara! -!'ang apabila ii-,grt berlaku cfcktif,
rnaka IJU itu harus memenuhi adil, herguna, dan mengarldung kepastiar.

V KESADARAN HUKUM ヽ :|

lstila,h kesadaran hukum meluniukkan kategori hidup kejirvaar tetang
pcnerimaan dan kelaatan terhadap hukurn. Dalam hukum kebiasaan. hal ini
nrucnul dalam bcituk kcyakinan bahua bertindak sesuai dcngan kebiasaan

meiupakan suatu tuntutan keadilan alau dirasakan sebaglri keharlran. Dalam
hukum positil kesadaran hukunl adalah merLrpakan unsur esensial yang

tcrcelmin dalam kctaatan sikap. lindak, dan kejiwaan tcthadap kelenfuan
hukum. Penomena kesadiuan hukum bukan hanya tercermtn dalanr perilaku
nJ'ata rerapi juga dalam proses pembenluka. undang-undang atau dalam

,vurisprudensi (keputusan pengadilan). Pada proses pemllentukan undang-
undang. undrng-undang -vaug dibuat nerupakan uujud kesadaran hukum
masyataknt. Demikian juga dalam vonis-vonis hakim l'ang diambi)
bcrdasi:rkan kesadaran hukum )ang muncul pada pcrsidangan pengadilan.

Kesadaran l'n,iufi mempakan hasil proses penilaian terhadayr keharusan

bcrsikap dar l-'crtindak -.esuai dcngai c a tertcntu ,vang ilisyaratkan oleh
hukum. Pada proses penilaiax ini tcr-indj identifiL.5i keherdak pribadi
llengar kehcndak hukuur yaug dilarjutkan dengan sinktorisasi antara

keduanva. Proses jni berakhir pacia pen,'-s5r.1.1 tr.tendak pribadi terhadap

sikap dar tindak sesuai hukum. Peulesuaian ini terjadi karcna adanla
kepercayaan tcrlradap tujuau hukum yakni mencjptakan rasa keadilan dan
ketefiiban mas)arakat (kondisi maslarakal )ang memimgkinkan manusia
menjalani kchidupan secara rlajar sesuai dengan harkat dan maflabatnva).
Jadi orang yang nieiniliki krsadaran hukum adalah orang nemahami
kcbcnamn kaidah hukum yang mengatul perilakeurl'a, melaksanakal
kepatuharr pada kaidah hukLLm. rneyakinl akan kcadilan hukum lang sesuai

delgan oartabat lnaousia.
Kesadaran hLrkrrm dapat dil-.edakan ke dalam dua jenis. ),aitu kesadara.r

hukum pdbedi {kesadarau hukum indii'idual) dan kesadaran hukum umum
(kesaCaran huklrm raklathaslarakat) Kesadarao hukum pribadi rnerupakan
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iesadaran hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku pribadi ,""ang

idektik dengan kaedah hr-rkum yang menl_likat[)a. Kesadaran ini murcul
srtragai akibat perilaian pribadi rerhadap ra::a adil dan tidak adil atas suatu
kaedah l1ukum bagi diri seseorang. ivlisalnla ketika seseorang meoganbil
keputusan hukum sesuai dcnean keuaiib:rn hukum yang harus
Jilsksanaka.nl'a. maka pada saat itu ia mcnilai bahwa keputusarnya itu
adalah sesuai dengan rasa keadiian hukum

Kesadaran hukum roasyarakat nrcngandung arti kesadaran hukrun
l:olektif sesuai dcngan kehidupan bersama yang dicita-citakan hukurn. I)i
slni kesadaral hukr]m rakyal pada umunn).r )ang mcnjadi ukuran penilaian.

Bagi [egara yang dalam kehidupau kenegaraatnya oenetnpatkan
kepentingan umum di atas kepenliigan pritradi, kesadaran rakyat pada

Lunumnya menjadi pefting, mengingat huklLm di sinj merupakan alat untuk
mcmbennrk mas)arakat ke dalam koudi:i lertennl. Hukum akar menarik
kemauan masyarakat agar mengikuti kernauan irukum, dan masyarakar nkan

di bawah oleh hukum ke dalam kondisi 1'ang dicita-citikan hukuu. Pada

saat rakyat telah berada pada kondisi ma-"y:uai.at yang dicita-ciiakan hukum.

.h .itulah kcsadrran hul'r,m n'a-\,rralal lc,ciptr.
Dalam kchidupan bemegara. kesadaraan hukum menampakkan dlri

dalam tiga bentLrk, -vaitu :

1. bcrupa kchiasaan.,vakri perilaku nyata )ang br:rulang-uiang cian konslan

sesuai dengan kaedah hukum yang Liclup Ci dalam masyarakat 1u'arga
negara) dalam menjalani kehidupamya sehari-hari;

2. bcrupa peraturan perundang-undangan, 
"lakni 

benpa peraturan-peraturar
yzrng diburat oleh negara sebagai belluk peruujudan kehcndak rak)at
atau mas]arakat.

3. bcrupa -vurisprudensi, sebagai bcntuk putusan hukum yang dihasilkan
dari kesadaran para pihak yang muncul dalam proses peradilan.

Ketiga bentuk kesadaren iiukrun di aias merupakan bentuk peiomena
persesuaian antara pcrasaan hukun rras,varakal dengan kehcndak
(keingilran) hukunr. Kesadaran hukum akan tercipta apabila kaedah hukum
tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Sebaliknya hukuDr yang dibentuk tanpa berdasarkem kesadaran hukunr
masyarakat akan sukar dilaksanakannya, kalena dianggap tidak memberi

keadilan dan kebenaran kepada masJarakat.
Seorang warga negara yang baik mengetahui hak dan kcrvajibannya,

bahlan bila perlu dapat menuntut hak-hakn-va 1"ang diberikan oleh hukum
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kcpadanya Hanva dcrlgan dcnlikian, ia dap.■ t mcncllnpatkan pOsisillya pada

tatanall kacdah hukum yang diyakini kcbc1laral.lya Pcrilaktl diri(l.In kacdah

hutiin)ang r.lcngat、 trnva tciah iΥ lc● adi Satu pcntahaman,schingga、varga
llcgala dcllgan baik, dapat hcrtindak al.tif dalalln nlcllnpcrtahankan hak dan

n〕daksanakan kcwaiballllya Hd ini tbih balk,apabla dibandingkall
dcngan sikap pasiftcrhadap tcsadaran llukuna

Bagi bangsa vang bcrncgara atas dasar llukum, sikap pasiF tcrhadap

kcsadaran hukulll lncrtlpakan hcntuk pcngabaian tcrhadap kacdah hukШ
I

yang mcngaturnya Sikap dcinikian、  hanya dimiliki scOrarg yang bcrada
dalal12 scbuah ncgara jalahan‐ yttg idak turltt bcrtang8ung iawab肇 、
kclnaJuan nCgcrinya Karcna tu, kcsadartt hukum war8a ncgara

tmaSyaakat),Ian8 dipcJumgkan sccara aklt akan nlcmbcntuk kuaHtas
i〕 cgara bcraasal atas hukum、  incngingtt k、 lalitas ncgam san3at ditcntuka.l

olch dukunean yans dibcrikan olcl〕 raky●nya Dalam pcngcitian ini,scorans

warga ncgtta )●■g mCnuntut hJava dan ineialar_tan kcwttibarlllya

mcnu■lt undar18-undang atau hukaln・  dialigぎ ap scbasai sumbangan bagi
tcrciptanya kctcniban dan kcamanan il・ as,arak3( aan kcsadaran htlktlll

tcrscbut bukan incrupakan paksaan

F詠■Or pcntin3 1aint'ya yan_L mcnclltukan l(csadaran huktllll、 、arga ncgara

adalal〕 sikap pcnguasa(pcntCrintah)yang scsuai dcngan kcsadaral htlkum

:nasyarakat   Apabila  pcnguasa  bcrsikap  dan  bcrtindak,  misalnya

mcnscluarkan kcputusan y:mg isinya tidak scsuai dcngan pcrasaan dan

kcyよinall hukum yang idup mas,arakat, mよ a aka tcrdpta
kctidaksadaan hukum masvaraktt Dalam halini■ ktOr yang“ncnycbabkan
kctidatsadaran htlkum masyarakat adalah pcmcrintah,bukan masyarakat

′ヽpabila Pcrsyaratan― pcrsyaatan dasar tcrscbllt di ata、  tcPcnuhi, maka
sikap kctaatan 、varga ncgara kcpada pcngllasanya mcrupakan bcntuk
pcrscsuaian antara kcsadaran hukum masyarakal dan pemcrintah Kcsadaran

hukunl dcmikian, bukanlah suatu pcngcrtian,.ang lncng8:Inbarkan bah、 vl

、v〔rga ncgara hartls sclalu nlcngalalr tcllladap apa yang dibcbatth

pcnguasa kcpadanva  Kcsadど an ini mc■llDakan sikap yang iahir kコ ピcna
bcrcnnunya kc、 viba、vaan htikuln yang ada pada pcnguasa dan kctaatan

hukum masyarakat, yang btlkan kttcna paksaan atau ancaman mclainkan

karcna dOrOng田,pcrasaan dan kcsadttall susilanva

Kata・ sadal(lan taat'.kcpada lluku::l dalan koil,じ ks di atas,,ang hanis

dinil:ki 01ch sctiap 、varga ncsara, bukanla1l s1latti s,kap yan8 pasil

口lclainkan sikap 、,alga ncgara yang aktil dan dinamit karcna mcnvadari

halk‐hak dm kcwaiba1lrlva mcnurut undang undang r)、 ム1 lain,Ncgara
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melalui aparatur penegak hukumnva memiliki kewajiban hukum unruk

nenegaklan dan merrjamin kepastian hukum".
Dalam konteks hukum dan undang-urrdang, kesadalall hukum tidak

hanya berarti seke,Jar r e of lu,t' dalam arti rx?1e of "undang-unda g", tetapi

pada hakikatnya beriui "rule ofjustice' . Dalam bahasa Belanda, hal scrupa

dikenal dengan sebutan"llet recht fioet zegevieren". Denikian juga aPabila

\ran Jhering beibicara tentang "Det kafiph ums Rechl" (Hukum dan

Keadilan, 1978 : 42), maka yang dimaksud kcsadaran hukum adaiah

perjuangan menegakkan keadilan dan bukan han-va sekedar melaksanakan

undang-undang.
Kcsadaran hukum masyarakat juga merupakan refleksi dari

pandangannya tenlang hzrliiLat hukum. lvlereka memandang dan memahami

hukum bukan kalena sckadar sifalnya yang rasioml tetapi juga karena

pengaruh dari pemahamamya terhadap poiitik, ekonomi. agama. social-

budaya, dan sebagainya. Perubahan dan perkembangan pemahaman mcrcka

politik. ekonomi, agama. social-budaya dan sebagai[ya mengakibatkan

terjadinya perubahan dan perkembangan kewadaran hukum masyarakat.

Akibatlya, adalah rrajar apabila tidak ada ukulan pasti tentang isi hukurn

yang berlaku obyektif, yaitu yang dapat ditcrima oleh setiafr omng secara

ilmiah.

VI. KE,SIMPI,ILAN
Berdasarkan kajian tcrscbut di alas, Pelulis berkesimpulan bahrva

hukum memiiiki banyak aspek yang tidak dikerahui batasn)a dan lerus

berkenbang mcngikuti perkembangan kesadaran hukum maslarakat

Karena it!I, pcrsoalan apa yaug dimahsud hukum, sangat sulit untuk

dideflnisikan secara sempurna. Meskip'.m demikiao, penulis berkesinlpulan

bahwa hukum adalah atuian yang bcrisi pe.intah, kebolehan, da atau

iarangan, 1'ang harus dltaati oleh nrasyarakat. IJukum bukanlah hanya

undang-uldang, karena hukum itu icbih luls dari undang-undang. Karena itu

orang yang memahami hukutn, belum dapal disebut mcmahami hukum
Kesadaran hukum merupakan penomcna harnlonis antara kcwibawaan

hukum penguasa delgan ketaalan hukum masyarakat. Masyarakat

menyadari bahrva hukum merupakan bagian dari kebutuhamya uniuk dapat

hidup terlib. teratr, adil, dal berkcseimbargan. Sementara itu. perguasa

menyadari ballrva hukum merupalian saLana rtntuk melciptakan kcteriiball
masyarakat yang harus ditegakan. Hukum yaog diterima oleh mas-varakat

secara sadar mcn)ebabkan hukum meniadi kekuasaan yang petlu ditaati,
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